BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 700/ 256 faviun 208

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

—

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka melaksanakan deteksi dini
pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Desa
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu
membentuk Unit Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 168);
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Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717},
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Unit Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Unit Deteksi Dini Pencegahan

Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Lingkungan

Pemerintahan  Kabupaten  Sukoharjo sebagaimana

dimaksud diktum KESATU adalah :

a. mendeteksi, mengumpulkan dan menginventarisir data
dan informasi tentang indikasi tindakan yang
mengarah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b. mengolah data dan informasi hasil inventarisasi data
dan informasi tentang indikasi tindakan yang
mengarah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk
untuk selanjutnya disusun sebagai bahan laporan
kepada pimpinan;

c. memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada pihak
yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dalam
rangka pengamanan dana desa;

d. mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
penyimpangan pengelolaan dana desa; dan

e. bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya
kepada Bupati. ‘



KETIGA :  Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 2 Mary 90i8

BUPATI SUKOHARJO,
\_J\e-——z:,,-e_r—e
-V WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;

3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di
Sukoharjo;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
S. Anggota Unit yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor

: 700/ aB6 TAHUN 2018

“Tanggal : 2 Maset 208

SUSUNAN UNIT DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN

NO JABATAN DINAS DALAM TIM KETERANGAN
Sekretaris Daerah Kabupaten | p : Penanggung jawab
L. Sukoharjo eHanggungjawab seluruh kegiatan
o Inspektu.r Kabupaten Ketua I Mengkoordipir
" | Sukoharijo seluruh kegiatan
Kepala Satuan Reserse .

3. | Kriminal pada Kepolisian Ketua II Mfl:ngkgoli'du_n:
Resor Sukoharjo sefuruh keglatan
Kepala U fiif I Tiid Gl Pidana Sekretaris Melaksanakan tugas
Korupsi pada Satuan Reserse :

4. - ap merangkap sesuai bidang
Kriminal Kepolisian Resor A £ ¢
Sukoharjo nggota ugasnya
Inspektur Pembantu Wilayah Melaksanakan tugas

5. | L, Il dan Il pada Inspektorat | Anggota sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya
6 (enam) orang dari unsur
Unit Il Tindak Pidana Mclaksanakan tugas

6. | Korupsi pada Satuan Reserse | Anggota sesuai bidang

Kriminal Kepolisian Resor
Sukoharjo

tugasnya

/BUPATI SUKOHARJO,

|

f WARDOYO WIJAYA




